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PUTUSAN
Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Ptk

P )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Kota Pontianak, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat Umur 31 Tahun, agama Islam pekerjaan Honorer, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sambas,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2022

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal

26 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada
tanggal 04 Februari 2018. Dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak,
sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor : - Tertanggal 05
Februari 2018;

2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah

Orang Tua Penggugat sampai berpisah;
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3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai
seorang anak yaitu Anak 1, Laki-laki, lahir di Pontianak 12 Oktober 2018;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik
dan rukun, namun sejak awal Januari 2019 mulai goyah dan sering terjadi
pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan Kkasar
terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati terhadap
Tergugat;

5. Bahwa, sejak menikah Tergugat selalu ingin menang sendiri dan
Penggugat harus mengikuti perkataan Tergugat walaupun itu tidak sesuai
dengan kemauan Penggugat;

6. Bahwa, pada awal bulan Juni 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan
tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat dan anaknya dan
Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap
Penggugat sampai sekarang;

7. Bahwa sejak bulan Juni 2019 itu antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah lagi mengadakan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi, oleh karena itu, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk
hidup bersama lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan
Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sebagaimana

ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Pontianak agar memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
penggugat (Penggugat)
3. Membebankan kepada Penggugat seluruh biaya yang ditimbulkan akibat
Perkara ini;
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Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 05 Februari 2018 yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur

Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen

serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P;

B.Saksi :

1. Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuburaya, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Teman
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua penggugat sampai akhirnya mereka berpisah;
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- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun
2019 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat
bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar
serta egois kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Juni 2019 vyang lalu sampai sekarang Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat hingga sekarang lebih kurang 3 tahun tanpa
nafkah lahir dan batin;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada
komunikasi dan tidak pernah memberi nafkabh;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi
tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
saksi sampai akhirnya mereka berpisah;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal
tahun 2019 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat
bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar

serta egois kepada Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
lebih kurang 3 tahun tanpa nafkah lahir dan batin;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada
komunikasi dan tidak pernah memberi nafkabh;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi
tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan
mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara
maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

eu,usmuumdy;ai ‘u@s A o) i o) B
QSS‘PAS'—LAAJ eJﬁ d‘J“ J\AJ uﬁfg c{\hbﬁ.\.ﬁ uaiu\u.huﬂ
(M‘”JJ)JS"‘U‘&;M‘J@S‘”&M‘
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Artinya :

Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam
bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya
orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,
haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang
mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihagqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Februari 2018 tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya
sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi
syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka
(4) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak
terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing
dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya berdasarkan pengetahuan sendiri dan menguatkan dalil-dalil gugatan

Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan
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antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi

keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang

diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang
menikah pada tanggal 04 Februari 2018 dan dari pernikahan Penggugat

dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan bersikap

kasar serta egois kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal
lebih kurang 3 tahun dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak
baik lagi ;

- Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Penggugat rukun lagi dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang
termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

g il e o) A g3l Al (alBl) sl Al gea i ) g
5 (el jas g letia (i B pdall ol gadna Gla¥ 1AV O\S
ALy A8l Lg il Lagin 7~ 3la)
Artinya :
Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in;
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2. Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman
100:

O b Lalae £ 3l g GAAY pa adfiudy dua g3 Slad) ()ld
O Eladal A AV agSelug NGV dnh My
438 Lghli g S 1 jubad £1 500 1 Gilaaa) (1) Laga g e Liia
A Jad Cpa g3l Gadd G dua g3l A8 Dlal) g5 o) udd) (a
9 Ady Lahal) dra aay 43l A G 58 Lagda 2l JS1 g

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan
tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.
Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik
yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan
antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah
menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali
dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :

a3 al g (a9 31 ) plaudal cppa (Gl Al a3l AN 8 g
8oy g a3l Aall maal Cua g el W g Sl L adly
Gy (g3 ) (Ao aSay o) obina ) paiedd) OY 90 2

Adland) 7 g oLl 138 5 2ugal)

Artinya :

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
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berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat
keadilan.
4. Kitab Ghoyatul Marom :

il il e (3lla g 330 A 30 A8 4 2 13

Artinya :
“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka
Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan/pertengkaran atau karena
salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah
pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau
tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu
sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat
dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk memohon cerai dari Tergugat dan secara normatif gugatan Penggugat
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang
menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat
atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba’in shughra Tergugat
terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama
Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak
satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di
bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya
sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 375.500,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E.
sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.l., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Istiqoriyah, S.Ag sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota |, Hakim Ketua Majelis,

Drs. A. Fuadi. Hj. Andriani, S.Ag., M.E.
Hakim Anggota I,

Arwin Indra Kusuma, S.H.l., M.H.
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Panitera Pengganti,

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses "Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 230.500,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 375.500,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
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